
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 4 TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
dilakukan Penyempurnaan terhadap 
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahub 2004 Nomor 4555, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4871); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kota Sungai 
Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Sungai Penuh Nomor 2);

12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 
Nomor 3);



Dengan Persetujuan  Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH

dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 18 TAHUN  2010 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH  KOTA  SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 53, angka 57 dan angka 58 diubah, 

diantara angka 57 dan angka 58 dan antara angka 58 dan 
angka 59 disisipkan angka baru yaitu angka 57a dan angka 
58a, dan ditambah angka 80 dan angka 81, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai 
Penuh.

3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Sungai Penuh.

5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada 
Pemeritah Daerah yang bertanggungjawab kepada  
Walikota dan Membantu Walikota dalam penyelenggaraan 



pemerintahan yang terdiri dari, Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan 
Badan Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Kecamatan 
dan Kelurahan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai 
Penuh.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah.

14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas bendahara umum daerah.


